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Abstract

Rdamnoeratstha havearurred snethedlgpeed theNevOrde regme
in 1998 of which is characterized by direct elections (presidential and local elections)

and legidators, based on the principle of representation and expansion of monitoring

anpiane But iranidly, dret detianswadd kringthe phenarenan d osr-

velued pridngpditidans A agatancei sdaneilleglly by pditidgansshauld bebarne
by thepulicandituency. A agtaneisdmeilladly ussthenmoded axruptian,

collusion and nepotism. The phenomenon that occursin thisreformeraisan interesting

study materials. The questions that need to be answered include: How much does a
decent price for politicians?, How politicians pricing model?; How the stepsto her

name-prdit a pditidan? Thisgudy isa prdiminary gudy to ansne thethird
issue.

LATAR BELAKANG

”.... Wong waras lan adil uripe nggagas lan kepencil. Sng ora biso
maling podho digething. Sing pinter duroko podho dadi konco. Wong
bener soyo thenger-thenger, wong salah soyo bungah-bungah. Begjane
sngding, beganesngldi, nangingisih begjasngwaspodho™ ..................
Sunan Giri Perapen, 1618

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara peran politik mengadami

pasang-surut dari waktu kewaktu. Politik dimakna bermacam-macam. Sdah
satunya dikemukakan Coser e d. (1987): Politics as process of deciding who
cetswhat, when and how' . Politisi merupakan orang yang mengamakan proses
ini. Politis ini dapat meliputi anggota legedatif maupun ekskutif. Badan
legedatif dapat berupa DPRD, DPR dan DPD, sedangkan ekskutif meliputi
bupati/ wdikota, gubernur dan presiden, dimana semua dipilih berdasarkan
prinsip ‘one man, onevote oleh rakyat. Dengan menergokan proses tersebut
sebenarnya politis ingin mempunyai ‘kekuasaan’ (power), yaitu kemampuan
untuk menguasai sumberdaya yang terbatas atau menentukan bagai mana orang-

orang lain mau bertindak sesuai dengan kemavannya.
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Pada masa tertentu politik dapat menjadi panglima pembangunan nasional,
pada masa lain terbaikan. Dalam perkembangan sgjarah Indonesia pada
awanya politik dapa dianggap sebaga cara untuk mencapa kemer-dekaan.
Politis mendirikan partai politik atau pun organisasi berusaha mencapai
kemerdekaan. Politis sebelum menikmati hasil kerja, bak sebagai anggota
legedatif maupun ekskutif banyak yang ditangkapi dan ditahan, bahkan
diasingkan. Politis periode ini bekerja dilandas idedisme, bak politik diran
maupun kebangsaan, semua berorientas pada kemerdekaan. Kondis ini
berlangsung sampai pada akhir Orde Lama paruh kedua tahun 1960-an. Jika
ditinjau dari aspek ekonomi penerimaan tota (TR) yang diterima mungkin
jauh lebih kecil dibanding dengan biaya totd (TC) yang harus dikeluarkan.
Biaya total ini tidak hanya pengeluaran materi sga, tetapi juga nyawa dan
kesengsaraan yang diderita keluarga politisi selama ditahan, diasingkan bahkan
ditinggd sdlama-lamanya. Politis memperoleh kekuasaan setelah ditahan atau
diasingkan.

Pada masa Orde Baru ekonomi menjadi panglima pembangunan yang
tercermin padaTrilogi Pembangunan, dimanapolitik padaavanyamerupakan
aspek pelengkap sga. Trilogi Pembangunan merupakan doktrin pembangunan
yang beris pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasona dan pemerataan hasil-
hasil pembangunan. Pada ava Orde Baru pertumbuhan ekonomi menjadi
prioritas pembangunan, semua kegiatan harus menyelaraskan dengan
pertumbuhan ekonomi. Aspek politik dikontrol atas nama stabilitas nasional,
meldui penyederhanaan parta politik dan bangunan ’pseudo-democracy’ yang
monoloyditas Golkar dengan pilar jaur ABG, yatu: ABRI, Birokras dan
Golongan. Politisi kritis dimarjinalkan, bahkan embrio politisi kritis
didormansiken. Parta-parta disederhanakan. Parta-parta berasaskan Idam
difusikan ddam Parta Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai-parta
berasaskan nasionalis dan nasrani difusikan dalam Partai Demokrasi Indonesia
(PDI). Proses politik yang ada didominas Golkar, sedangkan PPP dan PDI
hanya sebaga aksesoris demokras sgja. Pada tahun 1984 semua organisas
sosid dan organisas politik dipaksamenerimaasas tungga Pancasilamenurut
tafsr penguasa. Peran pemerintah pusat sangat dominan, tidek sga ddam
mengatur jgaran ekskutif, tetapi juga ddam menentukan anggota legedatif.
Bupati, walikota dan Gubernur pada umumnya berasal dari militer atas nama
Dwi fungsi ABRI, hanya daerah-daerah tertentu yang memiliki lembaga ekskutif
berasd dari spil. Lembaga legedatif tidak ubahnya sebaga ’lembaga setuju
artinya keputusan sudah clear sebelum pau diketukkan ketua sdang. Pada
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masa Orde Baru pengambilan keputusan dilakukan Pemerintah Pusat,
sedangkan pemerintah daerah, baik Pemerintah Daerah Tingkat | (sekarang:
pemerintah propins) dan Pemerintah Daerah Tingkat |1 (sekarang, pemerintah
kabupaten/ kota) harus menyesuaikan dengan pemerintah pusat. Anggaran
pendapatan dan belanja daerah dikontrol oleh pemerintah pusat. Penerimaan
politis disetarakan dengan pegawa negeri sipil (PNS), meskipun demikian
biayaprosesberpolitik sangat murah. Caon anggotalegeddtif ditentukan DPP
masing-masing partai, padahal masing-masing partai dikendalikan pemerintah.
Poalitisi kritis ditahan dengan tuduhan penghinaan terhadap kepala negara dan
gabilitasnasond. JkaPPP aau PDI ingin kritis makadiintervens pemerintah
melalui muktamar luar biasa atau pun kongres luar biasa. Kedua proses politik
ini akan menghasilkan Ketua Umum boneka, yang dapat dikendalikan
pemerintah. Dalam kondisi yang demikian ini terjadi keseimbangan, yaitu politis
mencapa keuntungan normal. Dengan kata lain penerimaan tota (TR)
sebanding dengan biayatotd (TC).

Tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada Me 1998 menjadi pertanda
Indonesa memasuki Orde Reformas. Gerakan mahasiswa, intelektua dan
lembaga swadaya masyarakat mendapat dukungan oleh masyarakat luas yang
sementara ini terdiam (silent majority) yang takut masalau atau kesalahan generasi-
generasi sebelumnya. Ekonomi sebagai panglima pembangunan jatuh
berbarengan dengan krisis multidimens yang tidak dapat diatas pemerintah
OrdeBaru. Euforareformas menyebabkan terjadinyadekonstruks bangunan
Orde Baru dan kita lupa meakukan rekontruks kembdi. Politik menjadi
panglima pembangunan. Politis yang sebelum-nya dikuyo-kuyo menjadi
pahlawan, yang pecundang jadi pemenang. Aspek kelembagaan belum tertata
dan tuntutan otonomi yang gencar menyebabkan prilaku gi mumpung dan
menyimpang politis menjadi-jadi. Penetgpan ggi  tinggi dan insentif yang
tidak terkontrol menyebabkan penerimaan total (TR) politisi jauh lebih besar
dibanding dengan biaya total (TC) yang harus dikeluarkan atau terjadi
keuntungan super norma. Berbeda dengan era Orde Lama maupun Orde
Baru, maka pada Orde Reformas politis menjabat (baca: berkuasa) terlebih
dahulu, baik sebaga anggotalegedatif maupun ekskutif, setelah itu diseret ke
pengadilan kejaksaan atau pun KPK. Dengan memperhatikan fenomena
terakhir ini, maka perlu dikaji secarateoritis.

- Bergpahargayang layak bagi seorang politis di Indonesia?
- Bagamanamode penentuan harga bagi seorang politisi?
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- Bagaimanalangkah-langkah yang harus dilakukan untuk me-normal-profit-
kan keuntungan politisi?

ANALISIS GRAFIK DAN MATEMATIK PENENTUAN HARGA
SEORANG POLITISI

Varian (1992) mengakui bahwa ilmu ekonomi dapat digunakan untuk
mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang akan memperbaiki kehidupan
masyarakat. Dengan memperhatikan definisi politik pada bagian sebelumnya,
andisis ilmu ekonomi, bak berupa andisis grafik maupun matematik, depa
digunakan untuk menjelaskan mengapa seorang politisi bersedia mengeluarkan
biaya proses berpolitik yang jauh lebih besar dibanding dengan penerimaan
totanya Varian (1992) lebih lanjut menjelaskan ilmu ekonomi memberikan
kerangka pikir guna menghitung dan mengkuantitatifkan hubungan-hubungan
ekonomi dari seorang politisi. Dengan prilaku rasional, tentu seseorang akan
melakukan pilihan, gpabila penerimaan totd minima seimbang dengan biaya
totd. Padaawva Orde Reformas sering terungkap pernyataan dari kaangan
politisi: ”Jdkaingin kaya, jadilah politis”. Padaha untuk menjadi anggotaD PR
diperlukan biaya Rp 2 milyar sampa Rp 5 milyar; bupati atau waikota Rp 5
milyar sampal Rp 12 milyar dan gubernur mencapai ratusan milyar. Jika mengacu
pada biaya yang harus dikeluarkan politisi dengan penerimaan resmi, tidaklah
cukup memberikan insentif bagi seseorang memasuki dunia politik.

Penetgpan harga digunakan untuk mengandisis, gpakah seorang politis
menderitakerugian, impasatau kah menikmati keuntungan. Tahap avd andisis
diasumsikan pasar politisi di Indonesia beroperasi pada struktur pasar
persaingan sempurna. Politisi secara ekonomi dapat dipandang sebagai entiti
yang menjud jasa, bak sebaga anggota legedatif maupun ekskutif. Pada
struktur pasar persaingan sempurna tidak ada hambatan masuk dan keluar
pasar artinya setiap orang yang memenuhi syarat dapat menjadi politisi, jumlah
cdon politis dan pemilih banyak, jasa yang ditawarkan sgenis dan struktur
biaya penerimaan politisi diketahui.

Penetgpan harga (pricing) diturunkan dari fungsi keuntungan, yaitu dapat
dinyatakan

T =TR=-TC e ()
dimana T = Keuntungan total .
TR = Penerimaan total .

TC = Biayatotad .
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Penerimaan total dapat dinyatakan dengan fungsi penerimaan total

TR =PQ e (2)
dimana TR = Penerimaan total .
P = Harga output per unit
Q = Jumlah output totd .

Biayatotal merupakan hasil kali antara biaya rata-rata dengan jumlah output
totd, sehingga biayatota dgpa dinyatakan dengan

TC = ACQ e (3)
dimana TC = Biayatotal .

AC = biayaraaraa

Q = Jumlah output totd .

Dengan mensubstitusikan persamaan (2) dan (3) kedalam persamaan (1),

maka diperoleh fungsi keuntungan
i = (P-AC)Q cererrree e e v e anerennns (4)

Politis ddam posis keseimbangan gpabila keuntungan magjinai sama
dengan nol aau on/ 0Q = 0 (FOC = Firg Orde Candition) dan o 1/ 0Q < 0
(SOC = Samnd Order Caditian). Dengan menderivasikan persamaan (1) akan
diperoleh

onl 0Q = JTR/0Q -dTC/oQ =0.... (5

onl 0Q = keuntungan marjinal

OTR/ Q = penerimaan marjind = MR (Margina Revenue)
oTC/Q = biayamarjind = MC (Margind Cost)

Oleh karena keuntungan maksimum tercagpa pada saat keuntungan marjind
sama dengan nol, maka persamaan (5) dapat dinyatakan sebaga
MR =MC............. s (6)

Dari persamaan (6) di atas dapat dinyatakan bahwa keseimbangan politisi
tercapai pada saat penerimaan marjina (MR) politis sama dengan biaya marjina
(MC) yang dikeluarkan. Pada struktur pasar persaingan sempurna, penerimaan
marjinal (MR) ini sama dengan harga politis. Dengan menderivasikan
penerimaan tota persamaan (2), maka penerimaan marjind politis sebesar
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0TR/0Q = PoQ/oQ + QoP/oQ .. (7
Oleh karena 0P/0Q = 0, maka persamaan (7) dapa dinyatakan

0TR/0Q = P . 0Q/0Q

agau MR=P

Pada pasar persaingan sempurna dapat dinyatakan keseimbangan politisi
tercgpa pada saat MC = MR = P Pada pasar bersaing tidak sempurna,
penerimaan marjinal ini tidak sama dengan harga output, sehingga
keseimbangan politis tercapa pada saet MC = MR.

Pada pasar persaingan sempurna keseimbangan politisi tercapai pada saat
biaya marjinal sama dengan penerimaan marjinal atau harga(MC = MR =P)
yang secara grafik dagpa diilustrasikan sebagamana Gambar 1.

o AC M MC
AC P. &
A E
AC, R=AC D Bz,
F. B _F// mpac
0 SN 0 o 0 Qe
1.2 Under walued 1h. Hormal walued 1. Crrervalued

Gambar 1. Penentuan harga bagi seorang politisi. Kondisi under valued
ter-jadi pada saat harga P ditetapkan |ebih rendah daripada biayarata-
rata proses berpolitik AC ¢ sehinggapolitis menderitakerugian sshesar
PAC AB. Kondis nan8l valued terjadi jika harga sama dengan biaya
r&aria proses berpolitik (P =AC ), pada kondisi yang demikian ini
politis mencapai titik impa8 atau’keuntungan norma. Kondisi over
valued terjadi pada saat harga P ditetapkan jauh lebih tinggi daripada
biaya rata-rata proses berpolifik AC, sehingga politis menikmati
keuntungan sebesar P AC EF aau terfadi keuntungan super normdl.
Adatiga keseimbangan politisi yang mungkin terjadi sebagaimana dijelaskan
pada Gambar 1. Gambar 1.a. menjelaskan kondisi under valued, artinya politisi

diharga lebih rendah daripada harga yang seharusnya. Biayaraaraaddam
proses berpolitik sebesar AC dan politisi dihargal sebesar P sehinggadengan
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menggunakan persamaan (4) diperoleh keuntungan sebesr = (P - AC)Q.
Oleh karena P < AC, maka keuntungan politis bertanda’negatif. Defigah
katalan politid mengilami kerugian sebesar PAC AB.  Kondis unde valued
secara ekonomi merupakan disinsentif bagi politi& untuk memasuki dunia
politik.

Kondisi name vaduad dijelaskan dengan Gambar 1.b. yang menunjuk-kan
penetapan harga politis sama dengan biaya rata-rata berpolitik. Dalam kondisi
name veluad, biaya ratarrata ddam proses berpolitik sebesar AC dan politis
dihargal sebesar P . Keuntungan politis dgpat dihitung dengan n‘?enggunakm
persamaan (4), yaitu sebesar p =(P -AC )Q =0, karenaP = AC. Kondisi ini
disebut titik impas atau keuntungdn nérmil. Daam keufitungan norma ini
sudah diperhitungkan sdluruh biaya, termasuk biayaimplisit dan keuntungan
yang wajar. Titik impas aau keuntungan norma seharusnya merupakan
keseimbangan jangka panjang pada dunia politik, artinya jika harga ditetapkan
terlau tinggi (o vauad) akan terjadi insentif yang menyebabkan orang
berbondong-bondong memasuki dunia politik dan sebdiknya jika harga
ditetapkan terlalu rendah (under valued) akan terjadi disinsentif yang menyebabkan
orang enggan berpolitik.

Kondisi over valued dijelaskan dengan Gambar 1.c. artinya politisi dihargai
jauh lebih tinggi daripadahargayang seharusnya. Biayaraarataddam proses
berpolitik sebesar AC dan politis dihargai sehesar P Kondis dengan
menggunakan persamaan (4) dapat dihitung besar keunturigan politisp = (P
-AC)Q. Oleh karenaP > AC, maka keuntungan politisi bertanda positif°
Dendan‘demikian politis®menikimati keuntungan sbesar ACP EF. Kondisi
oa vauad secara ekonomi merupakan insentif bagi wargd riegara untuk
memasuki dunia politik. Kondis praktik Indonesia saet ini mungkin dapat
digambarkan seperti ini, meskipun penerimaan resmi sebagai politisi baik sebagai
anggota legedatif maupun ekskutif relatif kecil, tetgpi sangat menarik minat
anggotamasyaraka untuk memasuki duniapolitik. Dengan membandingkan
antara biaya totd dengan penerimaan totd, tentu penerima an tidak resmi
yang menyebabkan terjadinyakeuntungan super norma. Dengan menganggap
prilaku politisi rasional, tentu biaya-biaya yang dikeluar-kan selama proses politik
ini harus dapat dikembalikan beserta’bunganyasdamamenjabat, baik sebagai
ekskutif maupun anggota legedétif.

Dengan mendisagregasi penerimaan total (TR) menjadi penerimaan resmi
(TR) dan penerimaan tidak resmi (TR ), makamenggunakan gambar poligon,
r tr
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struktur biaya penerimaan politis pada kondis under valued, namdl valued dan
o& vaual dapat diilustrasikan sebaga Gambar 2.

berlekghan

C T TG

il AT

2.2 Undervalued 2. Normal valued 2.c. Over valued
Gambar 2. J3tuldur biays penerimasn poliisi pada kondisi wnder valeed
rormal vahied dan over vahed
Eeterangan : Penerimean resmi seorany politii
: Penarimamn tidale reomad stomng politisd
. Hiaya totalstorang politici
Pada kondis unda valuad dan namd valuad, maksima penerimaan  totd
politisi, baik yang berasd dari penerimaan resmi (TR) maupun penerimaan
tidak resmi (TR ) sama dengan biayatotal (TC) atau sécara matematika dapat
dinyatakan dendan
TR +TR <TC oo ®)
r t

Tetapi pada kondisi over valued, penerimaan total politisi, baik yang berasal
dari penerimaan resmi (TR) maupun penerimaan tidak resmi (TR ) jauh
melebihi biayatota (TC), sehinggaterjadi keuntungan super narmel yant) dapat
dinyatakan dengan persamaan

TR +TR >>>TC..eo.ov e (9)

r tr

Kondis over vaued yang menghasilkan keuntungan super norma sangat
tidak menyehatkan bagi perkembangan hidup berbangsa dan bernegara
Pemilihan langsung ekskutif maupun anggota-anggota legedatif yang semula
didesain agar biaya berdemokrasi lebih murah, mengutamakan prinsip
keterwakilan dan mekanisme pengawgasan, justru memunculkan ’investor-
investor’ politik yang menanamkan modanya dengan hargpan memperoleh
penerimaan yang jauh lebih banyak dibandingkan modd yang ditanamkan.
Selain itu adanya kesediaan calon ekskutif dan calon legeslatif untuk
berpartisipasi secarafinansia dalam proses politik menyebabkan ada-nya hidden
price yang harus dibayar masyarakat daam bentuk penerimaan-penerimaan
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tidak resmi, yang pada akhirnyamembebani anggaran pembangunan.  Untuk
memperbaki kondis ini diperlukan langkah-langkah guna me-normal-profit-
kan politis, sehingga politik dapat berperan untuk memecahkan masaah
pembangunan.

MODEL PENENTUAN HARGA SEORANG POLITISI

Dadam kajian ini, model didefinisikan sebagai abstraksi matematik
fenomena-fenomena proses berpolitik dari seorang politis, sehingga dapat
dijelaskan mengapa seseorang bersedia masuk ke dunia politik. Meskipun, jika
ditelaah dari penerimaan resmi lebih kecil dibanding biayatotal, tentu fenomena
mash banyaknya anggota masyarakat yang ingin memasuki dunia politik
mengindikasikan adanya penerimaan tidak resmi yang cukup besar yang
memungkinkan terjadinyakeuntungan super normd. Keuntungan super norma
yang berasal dari proses politik yang bersifat KKN (korupsi, kolusi dan
nepotisme). Proses politik yang bersifat KKN dapat terjadi, apabila terdapat
hasrat atau keinginan pelaku-pelakunya dan kesempatan melakukan KKN.

Kesempatan melakukan KKN pada umumnya terbuka pada pemerintahan
trangs dari Orde Baru menjadi Orde Reformas yang diikuti perubahan strategi
pembangunan. Selama perjalanan sepuluh tahun pemerin-tahan Orde Reformasi
dapat diperbandingkan antara strategi pembangunan Orde Baru dan Orde
Reformasi. Komparasi pilihan strategi pembangunan Orde Baru dan Orde
Reformas dgpat dilihat pada Tabd 1.

Tabel 1: Komparasi pilihan strategi pembangunan Orde Baru dan Orde

Reformasi

No. Instrumen Strategi Orde Baru Orde Reformasi

1 Pemerintahan Sentralistis Desentralistis

2. Pendekatan Top down merupakan Top down untuk safety net

pembangunan pendekatan genera dan Buttom up untuk

empowerment

3. M ekanisme kekuasaan Security approach Humanistic, democratic dan
welfare approach

4. Peran relatif pemerintah | Pemerintah dominan Pemerintah dan masyarakat

5. Sektor dominan Pertanian dan pertambangan | Broad base sector

6. Landasan perencanaan Sektoral komoditi Bertumpu pada kemampuan
lokal

7. Sasaran pembangunan Pertumbuhan Pemerataan dan
sustainabilitas

Sumber : Sudiyono, 2008.

Keterangan : Komparasi berdasarkan perilaku politik pemerintah dan tuntutan masyarakat
setelah runtuhnyaPemerintahan Suharto.
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Dengan memperhatikan tabel di atas terlihat bahwa Orde Baru
menergpkan pemerintahan sentrdistis sehingga perencanaan pembangunan
dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah
hanya berperan sebaga pelengkep pemerintah pusat. Pada Orde Reformas
tuntutan otonomi pemerintahan daerah menyebabkan perubahan strategi ke
arah desentralistis, khususnya perimbangan pendapatan pusat-daerah. Dengan
adanya kecenderungan perubahan ini dinyatakan terjadi pergeseran korups
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pendekatan pembangunan pada Orde Baru menggunakan pendekatan
generd yang bersifat top down, sebdiknya pendekatan pembangunan yang
digunakan Orde Reformasi hanya bersifat tgp doan untuk jaring pengaman
sosial (sodal safey nd), sedangkan pendekatan pembangunan untuk
pemberdayaan (avporanat) bersfat buttam up. Mekanisme kekuasaan pada
Orde Baru bersifat security approach yang menempatkan pemerintah dan militer
di atas segda-gaanya, politis kritis dianggap membahayakan kehidupan
kenegaraan. Ddam pembangunan peran pemerintah sangat dominan sekdi
dan sebdiknya rakyat dimobilisas atas nama pembangunan. Pada Orde
Reformas mekanisme kekuasaan diusshakan bersifat humanistic, democratic dan
memanfaatkan wdfare agorcacth serta peran rekyat sudah mula ditumbuhkan.
Pemerintah Orde Baru memanfaatkan sektor pertanian dan pertambangan
sebaga sektor dominan dan sebdiknya pemerintah Orde Reformas sektor
dominan meluas (brced bese sa1@) yang bertumpu pada kemampuan loka.
Sasaran pembangunan pada pemerintah Orde Baru adalah pertumbuhan dan
sebdiknya pada pemerintah Orde Reformas sasaran pembangunan addah
pemerataan dan sustainabilitas.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan di atas, perlu dikgi lebih
lanjut kaitan praktik politik yang bersifat KKN dengan perubahan drategi
pembangunan ini. Jkaditinjau dari praktik pelaksanaan pemerintahan anggaran
pembangunan dikelompokkan menjadi anggaran belanja pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Anggaran belanjapemerintah pusat diserahkan ddam
bentuk Daftar Isian Proyek (DIP) kepada Menteri Keuangan, sedangkan
anggaran pembangunan pemerintah daerah diserahkan kepada Gubernur. Oleh
gubernur anggaran ini selain didistribusikan untuk anggaran pemerintah propinsi,
juga didigtribusikan pada masing-masing bupati atau wdikota yang berada
pada wilayah kekuassannya. Redisas DIP pemerintah daerah ini didasarkan
pada usulan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD, baik untuk
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pemerintah propins maupun pemerintah kota atau pemerintah kabupaten.
Lembaga legedatif, bakk DPR maupun DPRD selain melakukan fungs
anggaran ini juga melakukan fungs legeslasi dan pengawasan. Fungsi legeslasi,
yaitu penyusunan perundang-undangan atau peraturan, bak atas usul
pemerintah, organisas profes maupun atas inisiatif lembaga legedatif itu
sendiri. Fungsi pengawasan dilakukan untuk mengevauasi pelaksanaan kegiatan-
kegiatan yang dibiayai anggaran pembangunan berdasarkan program-program
yang disusun ekskutif dan disetujui lembaga leged atif.

Kecepatan tuntutan reformas yang belum diikuti dengan regulas pada
awa reformas menyebabkan praktek ketata-negaraan yang kurang sehat,
lembaga legedlatif yang demikian kuatnya justru menyebabkan penyimpangan-
penyimpangan, bak di pusat dan di daerah. Penyimpangan-penyiumpangan
ini dilakukan secara perorangan atau berkempok. Dalam kasus tertentu,
penyimpangan dilakukan bersama antara ekskutif dan lembaga legedlatif. Hal
ini menimbulkan fenomena, penyimpangan-penyimpangan yang semula
terkonsentras pada pemerintah pusat merembet ke ekskutif dan lembaga
legedatif daerah. Kgjian terhadap fenomenaini perlu dilakukan gunaterciptanya
pemerintahan dan praktik politik yang lebih bersih.

Dalam proses politik, baik untuk menjadi ekskutif maupun anggota
legedatif yang melalui pilihan langsung oleh rakyat diperlukan sgumlah
pengeluaran yang dianggap sebagai biaya totd. Biaya totd ini terdiri dari
beberapa komponen biaya, seperti kontribusi terhadap parta politik, baik
dewan pimpinan cabang, dewan pimpinan daerah dan dewan pimpinan pusat.
Komponen biaya lainnya bisa berupa biaya tim sukses, biaya sosdisas dan
advertens serta biaya lain-lain yang bum dapat diidentifikasi. Biaya totd
anggota politis, bak ekskutif maupun lembaga legedatif dapat dinyatakan
dengan persamaan

TC =f(X X X X, X X ) (10)
1 2 3 4 5 6

dimana TC = Biayatotal politis

= Biayakontribusi untuk partai
= Biayatim sukses

Biaya sosialisasi calon

Biaya advertens

= Harga politis

= Biayalain-lain

1

N

IS

X X X X X X
1

(&)

6
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Setelah melalui proses pemilihan langsung rakyat dengan
mempertimbangkan nomor urut atau suara terbanyak seorang politisi terpilih
sebaga ekskutif atau pun anggota legedatif. Dengan memperhatikan fungsi-
fungs ekskutif, maka dgpat disusun modd penerimaan tota ekskutif sebaga
berikut

TR =f(X XXX, XX, X, ) .. (11)
5 6 7 8 9 10 11

dimana TR = Penerimaan total ekskutif

Hargapolitis

Ggi pokok

= Tunjangan-tunjangan

=Jumlah regulasi yang dihasilkan

= Nila Anggaran Pendapatian dan Belanja
= DanaAnggaran Khusus

L - Varidbd dummy daerah

Sebaga anggota legedatif melakukan fungs anggaran, legedlasi dan
pengawasan, sehingga penerimaan tota aggota legelatif dapat dinyatakan

TR =f(X X X X, X X, X, ) .. (12)
5 12 13 14 15 16 17

dimana TR

(&)
1

(2]

oo

9
10

XXX X X X X

Penerimaan totd anggota legedatif
X Harga politis

X Ggji pokok

X = Tunjangan-tunjangan

X*® = Jumlah regulasi yang dihasilkan

X

X

X

Nila anggaran Pendapatan Banja
¥ = Zbaan/ kedudukan anggota legedatif
= Jumlah kegiatan anggota legelatif

Dengan membandingkan biaya total dengan penerimaan totd dapat
ditentukan keseimbangan politisi.

AGENDA RISET

Dengan mengacu pada kgjian teoritis di atas dan keinginan kuat untuk
menjadikan politik sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
maka perlu dilakukan riset agar politik dapat menjadi panglima pembangunan
yang sebenar-benarnya, yatu politik dgpat menyelesaikan masaah, bukan
menjadi sumber masalah dalam pembangunan nasional. Agenda riset sebaiknya
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disusun lintas displin keilmuan, selain ilmu politik itu sendiri. Adabaiknya, jika
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maang menjadikan topik
ini sebaga obyek riset unggulan, sehingga kita bisa berkontribusi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
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